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A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dapat
dipahami bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melind ak da

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipast, secara optimal sesuai~de at dan martabat kemanusiaan,

endapat perlindungan dari kekeras diskriminasi.

dapat hidup, tumbuh, berkembang,
an harkat dan mart

indungan dari
ke an dan diskrimina g berkualitas,
berakhlakymulia, dan seja gan anak berasaskan

Panca 0 ar.Negara-Republik Indonesia

Tahun 1948ksertaprinsip-prinsip dase

Tujuan ganfh ‘ a dapat hidup
dengan baik dan benar gWAm’Gembangan yang
diharapkan. Ini melibatkan indungan anak-anak yang terkena dampak

perceraian orang tua. Ana ang ailangan kedua orang tuanya karena

perceraian tetap dilindungi undang=ufglang da at.berinteraksi denga dua
orang tuanya secara damai.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

ahun™ 1974 tentang
perkawianan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” .



Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam islam
tidaklah semata-mata sebagai hubungan hukum keperdataan aja, akan tetapi
mempunyai nilai ibadah maka suami istri suatu ikatan perkawinan mempunyai
hak dan kewajiban yang sama yaitu memelihara dan mendidik anak mereka
dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kehidupan berumah tangga pasti terjadi
perselisinan yang tidak dapat diperbaiki lagi sehingga upaya damaipun tidak
membawakan hasil yang maksimal sehingga sampailah pada perceraian.

Perceraian selama ini sering kali menimbulkan persamalahan yang melekat
pada hak an itushak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan,
da ain sebag inyamRerceraian yang diaIaZ!oleh banyak orang merupakan hal

ang ditakuti karena tidak hanya™berdamp a suami istri tetapi juga anak dan
arga kedua belah pihak. Selain itu, karena perceraian memiliki konsekuensi

/

m, orang tua bertanggung jawab untukfmembayar biaya hidup, pendidikan,

dan perawatan kesehatan ana
da
diS| an di pengadilan

\. 3 adals i da an.yang diberikan kepada
\ %‘ dan dipupuk

araknya pemberita i ak ceraian yang

manusia
semaksimal aNgy d aik dan nantinya
bermanfaat bagi kap kebahagiaan
sebuah pernikahan. Ke angsa, atau agama. Untuk mencegah anak menjadi
sasaran intimidasi masyara Keduayorang tua harus bertanggung jawab atas

semua pemeliharaan yang berkaitamieenga dan harus melindungigénak dari

lingkungan yang dapat membahayakan pnya baik secara“fangsunggMaupun
tidak langsung. akibat perilaku pasif atau aktif individtra 90K Tain (swasta

atau pemerintah), baik mental, fisik, maupun sosial.

! Tan Kamello dan Syarofah lisa Andrianti, Hukum Orang dan Keluarga, USU Press, Medan, 2011,
him. 70



Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri maka dari itu anak
perlu mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya agar tidak mengalami
kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. Serta anak juga berhak atas pelayanan
untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial dan berhak atas
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhannya.®

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyehutkan
mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU
Nomor
“Kedtia_ora vajlb memetihara dan ﬁendidik anak-anak mereka sebaik-
h ya, sedangkan Ayat 2 disebutkan yai ewajiban orang tua yang dimaksud

am Ayat | berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban

O44.Rasal 45 Ayat 1 yaitu:

(C

1a berlaku terus meskipun perkawinan agtar keduanya putus.”

Berdasarkan pasal t Feebut dapat d b un kedua orang
it bercerai secara h , kewajib na a tetap ada, dan
ana te ebut tetap meni knyals a esuai dengan Pasal 45

Unda \

begitu ba

ang Nomor 1 T 74 tentdn rka amun, paradoksnya,
aak yang n gr secara efektif,
termasuk anakyangin engal' p cm Amuanya berpisah.
Sekalipun e mPacakah g pengadilan dan
menjatuhkan hak asuff@amak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak

diberi hak asuh dapat lepas daritanggng jawab; keduanya harus tetap bertagggung

jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anaksamaknya. Hakim dapat memuttiskan

berapa tunjangan anak yang harus dibaya an suami secara‘teratur jikafmantan
istri tidak memiliki cukup uang dan anak-anak diberika

Perkara perceraian dan permohonan tunjangan hidup dapat diajukan
bersamaan atau terpisah. Jika putusan ini tidak memuaskan, ia dapat mengajukan

permohonan kembali atau mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak kepada

2 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, PT. Refika
Aditama, Bandung, him. 69

3 Maulana Hassan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak 2000, PT. Grasindo, Jakarta,
him. 18



pengadilan agar putusan tersebut dapat ditinjau kembali oleh hakim. Hakim akan
mempertimbangkan kekuatan dan keadaan mantan suami, serta apakah dia
memiliki penghasilan atau tidak.

Putusan Mahkamah Agung nomor 1145/pdt.g/2020 dilatar belakangi oleh
perseturuan yang sering terjadi antara pegugat dan tergugat merupakan pasangan
suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2013. Setelah pernikahan tersebut,
Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor selama
hidup bersama tersebut. Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana

layaknya mimisteris,sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan

di al Se geaiak perempuan_usia 6 tghun. Termohon kurang mensyukuri
" rian nafkah wajib dari Pemohon an selalu berhutang kepada bank
ling, koperasi dan lain-lain. Termohon memiliki sifat egois, tidak taat terhadap
i, meninggalkan rumah tanpa izin sgami dan ketika terjadi perselisihan

ohon (KDRT) yang

2rmohon sering

10hon selalu melakukah

ak a Pemohon menc

bert ta ata kasar kepada
\ ' 3 Sudah sangat tidak baik.

Bahwa pukan dengan

lemah lemb A iRg etak engan Termohon
sebagai ibunya. 1 A, e 0l 2We w engan Pemohon,

dan pulang ke kedia bersama, namun masih selalu terjadi perselisihan secara

terus-menerus dengan pe ala ang sama, dan puncaknya terjadi pada

tanggal 25 Maret 2020, yang akibathya Pée p.dan Termohon pisa dan

ranjang, dan sejak saat itu antara Pemeh@m,dan Termohon~sudah tidak lagi
melakukan hubungan layaknya suami istri sampai seKare pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 49 disebutkan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,
keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa
atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) la

sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) la berkelakuan buruk sekali.



Maka dengan perilaku Termohon yang kurang baik (banyak berhutang), mendidik
anak dengan keras, bahkan diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon sering
memukul dan mencubit anak Pemohon, sehingga mengkhawatirkan Pemohon atas
perkembangan fisik dan psikologis anak Pemohon.

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon
agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian
dilaksanakan melalui mediasi, dengan mediator A. Supandi, S.Ag., mediator

bersertifikat pada Pengadilan Agama Karawang, namun upaya perdamaian melalui

mediasi_puRgti perhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 11 Mei 2020; Bahwa
kenpduidian.eli assurat permohenan Pemghon sebagaimana tersebut di atas, dan
" Pemohon menyatakan tetap adaﬁ%onannya; Bahwa atas dalil-dalil
ohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan

C

aban secara tertulis yang dibacakan di péfsidangan tanggal 08 Juni 2020, yang

. pokoknya sebagai befikét; pefohonah Pemohon-tidak-benar, karena selama

i ohon selalu bersa mohon, karena

Ter ohon berharap bisa b kan emosinya, yaitu:
1. \ hon selalu menerimana apa berikan oleh Pemohon,

, 1tu tidak benar,
a adalah Termohon
nﬁemenuhi cicilan

2.  Bahwa tidak benar dalilsda g diajukan oleh Pemohon, karena gselama

akaniietapi, mengenal prryesagg_ban

karena'yangselalu mmm E
yang biasa“0exjualag i s

pinjaman yang @ eh Pemohon;

berumah tangga Termohon“tigak pe membangkang kepadagPemohon,

apalagi melakukan KDRT kepada Pe en, karena yangbenar adalaf bahwa

Termohon selalu menuruti apa yang diinginkan-ole ohon;

3. Benar dalil-dalil Pemohon yang dikatakan bahwa Termohon sering
mengeluarkan kata-kata kasar, karena yang benaradalah Termohon selalu
memperlakukan santun kepada Pemohon dan apabila terjadi keributan

Termohon hanya selalu bisa menangis



4. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih sangat baik,
bahkan sampai ketika Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tuan
Termohon;

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon
selalu kasar terhadap buah hatinya sendiri, yang benar adalah bahwa
Termohon selalu merawat anak kandungnya selayaknya perlakuan ibu
terhadap anak kandungnya;

Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,
secara kedeka mesional lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi, dan masih

membttuhke sill,Sayang 10U-.maka t

gugat Rekonvensi mohon“pemelihar

adap pemeliharaan anak tersebut,

ya diserahkan kepada Penggugat
onvensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam

al 156 huruf a, yang berbunyi “andk yang belum mumayyiz berhak

lapatkan hadhanah dartbunyas=kecuali bila-tbunya-telah-m eni

berdasarkan Pasal

Pen n Rekonvensi s i aka Penggugat Rekonvensi

memi > a di ala al 149 huruf a, b dan d

KompilaStHukam Islam,y

a.  Memberikanimut'ah yang | agl as istri ik berupa uang atau
benda, kectiali,be im ‘ AN

b.  Memberi nafka ah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali
bekas istri telah dijatufi,talakibain atau nusyuz dan dalam keadaag' tidak
hamil;

c.  Memberikan biaya hadhonah untt : a2 yang belum mgencapai
umur 21 tahun;

d.  Dengan rincian sebagai berikut:

€.  Mut’ah berupa perhiasan emas 22 Karat seberat 11,5 (sebelas koma lima)
gram; - Nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan
juta rupiah);

—h

Biaya hadhonah (nafkah anak) biaya keperluan anak setiap bulannya sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka
Penggugat memohon sebagai berikut:
1)  Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2)  Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,
yaitu anak, umur 6 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
3)  Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Penggugat
Rekonvensi sebagai akibat adanya talak berupa: 1. Mut’ah berupa
peemas 22 karat seberat 11,5 (sebelas koma lima) gram; 2.
' mselama masa“tddah 3 bujan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan
juta rupiah); 3. Biayaha horﬁah anak) setiap bulannya sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Menghukum Tergugat Rekonve

si untuk membayar seluruh hutang

LTt U= T U

Meni alaikan kewajibannya
terhadap anaknyaiye wxlﬁé oleh Penggugat,
namun oleh karena al ini tidak dituntut/digugat oleh Penggugat, maka
kelalaian terhadap kewajibanuterse idak dapat dibebankan dapat putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan P gat tentang hutang dal@m/masa

perkawinan, yang atas gugatan tersebut. adilan tela pertimbangkannya
dalam eksepsi, sebagaimana pertimbangan sebe ggugat tidak
menyebutkan berapa jumlahnya, tidak merinci kapan transaksi hutang tersebut
dilaksanakan, dan untuk apa hutang tersebut dipergunakan, maka khusus mengenai
gugatan hutang haruslah dianggap obscuur libel (tidak jelas/kabur), maka terhadap
gugatan hutang haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke
verklaard)

Dengan ini hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:



a)  Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:

b)  Mut’ah sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima
ribu rupiah)

c) Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
setiap bulan atau selama masa iddah berjumlah Rp2.700.000,00 (dua
juta tujuh ratus ribu rupiah);

d)  Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan

(hadhanah) anak yang bernama ANAK kepada Penggugat, setiap bulan

aleRp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), di luar biaya
idikan,dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
atau berumur 21 tahun de%entuan setiap tahun mengalami

pertambahan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah yang dibebankan

tersebut;
Menghukum Feren gat wntuk ah iddah bulan

pertama, dan a li dh yang bernama

n

ANAK untuk e gat sebelum Tergugat
pengikrarkan ta erha ugat.
f) MVenelak dan n Penggugat yang

C 9 a.
Sebelumnya suda KARAW&ANG kewajiban orang

tua terhadap anak se eraian pasca putusan Mahkamah Agung nomor
1145/pdt.g/2022/PA.krw

memuat 2 (dua) penelitian sebelt 3 gémai _kewajiban orang erhadap

ga keaslian dalam penulisan ini, penulis

anak setelah perceraian yaitu:
1. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, ole gus Hariyani,
Universitas Negeri Makasar 2016 Penelitian yang telah dilakukan berkaitan
dengan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Kantor 24 Wawancara
dengan Vadhira pada tanggal 29 Mei 2016 Pengadilan Agama Kota
Makassar) dapat disimpulakan sebagai berikut: Kendala dalam penanganan
kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi. Karena

sebagaian dari mereka yang berperkara mengalami maslah rumah tangga



yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor
ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhalak yang sangat berpengaruh besar
dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk
kembali bersama lagi. Sehingga tingkat presentasi keberhasilan mediasi
sangat kecil. Berbeda dengan penelitian saya dalam permasalahan tidak ada
perselingkuhan yang menyebabkan keretakan rumah tangga terjadi

kesalahpahaman antar penggugat dan tergugat.*

2. Penulisan berjudul “Tunjangan Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat
Percerai

a Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, ditulis oleh Petrus
" : gengan NomoO ahasisitya 98 11 6514/H yang bertujuan
engetahui apakah putUsan Pen an Negeri Yogyakarta tentang

penetapan pemberian tunjangan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat

dari perceraian sudah dilaksanakan seagaimana mestinya. Hasil penelitian

menyimpulkan bahWe= pel n a pemeliharaan

erhadap anak tida at u de san yang telah
K eluarkan oleh pen e I e gyakarta belum pernah
ak yang men erm pen untuk memaksakan

pelaksanaan putus ami yang tidak

memenuhi ajiban ri li n terhadap anak,
namun demikia : WMﬁn tuntutan, maka
upaya yang dapatigite adalah dengan mengajukan permohonan secara
resmi kepada pengadilan, u memaksakan pelaksanaan putusan herbeda
dengan penelitian saya eksepsi,dikah p.karena dinyatakan _tidak /dapat
diterima.®
K untuk

melakukan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SETELAH CERAI TALAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka“pe

4 Andi Aco Agus Hariyani, Hak Asuh Anak Setelah Perceraian(Studi Kasus Kantor Pengadilan
Agama Makasar) Universitas Negeri Makasar Pada Tahun 2016. Diakses Pada tanggal 20/03/2023
5 Petrus Widiyanto, Tunjangan Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian Khususnya Di
Pengadilan Negeri Yogyakarta, Fakultas Hukum Negeri Yogyakarta, Di Akses pada tanggal
20/03/2023



10

UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi putusan nomor 1145/pdt.g/2020/PA.Krw)

B. Identifikasi Masalah
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian talak diatur
dalan gang=ldndang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai yang telah diubah

'da Jndang=uadang Nomor.1l Tahun\1974Tentang Perkawinan?

Bagaimana pertimbangan hakim %emutus mengenai perlindungan

hukum terhadap anak pasca perceraiar talak pada perkara putusan nomor

1145/pdt.g/2020/PA.Krw?

juan Penelitian
\= lasarkan permas i a tujuan dari penelitian
ini ada

1.  Untd getahui perlin ak setelah perceraian.
Untuk \ hui pegti j an mengenai
perlindunga KU MR‘AWAZNJG

D. Manfaat Penelitian

2.

Adapun manfaat dalam pene ini terbagismenjadi 2 (dua
1.  Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah™tntuk menambah
wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam
pembentukan hukum yang dicita-citakan.
2.  Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi Legal

Opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai;
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a.  Hasil penelitian ini diharapkan menambah hukum bacaan di
perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang, sehingga dapat
digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan dan menambah
wawasan ilmu pengetahuan.

b.  Penelitan ini sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi tugas
dalam menyelesaikan studi tingkat akhir.

E. Kerangka Pemikiran

Perki 08 m adalah teori yang mengatur tentang bagimana hukum
dap@tnelindungiThakshak seorang.atau mpok tertentu dari tindakan yang
gikan. Dalam konteks ini;~perlin n hukum terhadap anak pascar

eraian talak diatur dalam Undang-Un ang Nomor 1 tahun 1974 tentang

awinan. Undang-Undang tersebut mefigatur bahwa barang siapa karena

— sl De—
> v—

winan masih terik inya=gde a lah pihak dan

¢

m an perbuatan yan ugikanip a sangan tersebut
berf
dari ha

barang. P

endapat perlind . Penli n rti mengayomi sesuatu
ang berbaha saja bertipa ke aupun benda atau
pgan juga a yang diberikan oleh
seseorang te

afiGkang ym[RAdegﬁ dapat diartikan
dengan segala upaya. Peme i ian hukum untuk

memberikan perlind ada warga negaranya agar hak-haknya sebagai

seorang warganegara tidak*dilang0afean bagi yang melanggar akan dikgnakan

sanksi sesuai peraturan yang berla
Selain itu, hak-hak perempuan dan anakipasca perceraian juga dilindéhgi oleh
ahun 1974

tentang Perkawinan pasal 41 huruf ¢, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat

aturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau
menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri Selain itu, Mahkamah Agung juga
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memperkuat

jaring pengaman dalam melindungi hak-hak perempuan di depan hukum



12

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat
hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum,
ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya
sebagai berikut.

a.  Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan

dibuat oleh penguasa yang sah.

penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam
G akan hukum, baik.Jangsung\dan tidak langsung.
Faktor sarana atau fasthitas yan@@%ukung penegakan hukum, seperti

sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

d.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan

diterapkan. PeRéfk
diyakini sebag

dengan UU k. Maka dapat

dipahami bahwa menjamin dan
melindungi anak da a agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara opti estaldlengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dar eraSa giskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk jamin terpenthimya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartistpas optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.
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Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami
istri guna membina kehidupan bersama dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan UUP dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah: “Suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat
mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan
perkawinangi endici, Hal-hal tersebut akan mengakibatkan ketidak cocokan
antafia'kedusg wpihak yang membuat mer‘ a merasa hubungan suami istri tidak
d dilanjutkan lagi sehingga ngaan tersebut dapat menyebabkan

perceraian.

Putusan perkawinan karcna perceraiar/ini dapat menimbulkan akihat hukum

dapat mempengaruhi=ha kKewajiban-antara hekas-stami atau bekas istri

0 a dan anak serta bersama dalam

perk \\\ dalam UU No : : inan dijelaskan bahwa

akibat \ tusan perkawinan dapat me

sebagai b

Dalam*Pasali4d Hurufg r 4 dijgl n bahwa: “Bapak
atau ibu tetap berkewajibanifeme! R nya semata-mata
hanya berdasarkanikepentingah “afak, “b erselisihan mengenai

penguasaan anak-anakjpengasilan memberikan keputusannya”.

Pasal 41 Huruf b UU N 974 a: “Bapak yang bertanggung jawab
atas semua biaya pemeliharaan @ pendid ang diperluk anak itu,
bilamana bapak dalam kenyataan tida pat mement wajiban_g€rsebut.
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut me piaya.terseb

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Undang-
Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Guna mencapai ketertiban hukum dalam
negara maka kewenangan masalah perceraian diserahkan kepada pengadilan agama
perceraian yang memiliki. Kekuatan hukum adalah perceraian dilakukan dihadapan

pengadilan. Dalam masalah perceraian hakim memiliki peran yang penting dalam
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menyelesaikan perkara tersebut karena seorang hakim dipengadilan agama tentu
berlandaskan pada sumber-sumber pokok hukum islam.

Permasalahan yang sering timbul akibat terjadinya perceraian, antara lain
adalah pemeliharaan anak. Kewajiban pemeliharaan anak yang masih kecil atau
yang sudah besar tapi belum baligh tentu bukan tanggung jawab yang mudah dalam
mendidik jasmani, dan rohaninya. Agar dapat berdiri sendiri dengan keahliannya
untuk mengahadapi hidup dan memikul tanggung jawab yang akan diembannya
saat dewasa nanti. Sebab mengabaikan hal-hal tersebut berarti mengarahkan anak-

anak keci a kebinasaan.

1. COFisR inan
Perkawinan menurut Un-Ur%@omor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. lkatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

hagia dan kekal abadi berdasarkan

)

janan yang Maha ESa gat kuatl bhtdk- menaati—=perintah Allah dan

anakan merupakan gerbang untuk

me e k keluarga yang

seseo \\ ang hukum keluarga.
Sebagian¥0sa naape g persetujuan belaka

KARMVK"IW

atu persetujuan antara

dalam masya

dalam jual beli se
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2.  Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang

Hak anak secara universal sudah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada
Tanggal 20 November 1959 dengan memproklamasikan hak-hak anak dengan
dekralasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi
sosial, pemerintah, adan masyarakat mengakui hak anak tersebut dan mendorong
semua upaya untuk memenuhi adanya 10 prinsip hak anak menurut dekralasi
tersebut adalah:

a.  Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam
il tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.

jlapmanak _harus mempunyai/pelindungi khusus, harus diberikan

kesempatan, dan fasilita ole%atau oleh peralatan lain. Sehingga

mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan

sosial dalam cara yang sehat da

- .i er, 3 SeC h dan seimban
hNNKARAWANG ~

g.  Setiap anaksharusimenerima pendidikan secara cuma-cuma, dan atas

dasar wajib bela

h.  Setiap anak dalam sitt menerima perlindufgang, dan
bantuan pertama.

i Setiap anak harus dilindungi dari setiap © aran, tindakan
kekerasan, dan eksploitasi

J. Setiap anak harus dilindungi dari setiap karakter diskriminasi

berdasarkan rasial, agama, dan bentuk lainnya®.

6 Abu Huraera, Child abuse(kekerasan terhadap anak),nuansa,Bandung,2007,him.32
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Kemudian di Indonesia dalam perundang-undangan tentang anak dijelaskan
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
yaitu;

Kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,
untuk manjadi warganegaraan yang baik dan berguna anak berhak atas
pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah
dilahirkan: 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau memperlambat pertumbuhan, dan perkembangan dengan
wajar.”’

Setelalmituguga.dijelaskan pada pasal 4'ayat 1 yakni: “Anak tidak mempunyai
J tua berhak memperoleh aSuhan olﬁa atau orang atau badan.”

Hak Anak Berdasarkan Hukum Positif

Kitab undang-undang hukum perdat B.W.) menyebut anak berhak atas

LN I\ LTl [art Uct \CTITUCDAr

dilahi \ ‘
membahayakama ap-dan Janigan yang wajar.®

Pada da embe“ﬁw v : Néialam kandungan,
sesuai dengan pa c A
“anak yang dalamykandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah

dilahirkan bilamana‘juga kepentingan si anak hendaknya”

Adapun mengenai ketentUangpnafka ang._ diberikan,disesuali Aintara
kebutuhan yang diberikan nafkah denganpendapatan serta ayaan yangafiemberi
nafkah. Hal ini diatur dalam Pasal 329a KUHPerdata'ya

“Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk
memelihara dan pendidikan seorang anak dibawah umur, harus ditentukan
menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu,
dengan pendapat dan kemampuan pihak wajib membayar, dihubungkan

" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak
8 Yusuf Thalib, Pengaturan Hak Anak dalam hukum positif, BPHN,Jakarta, 1984
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dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi
tanggungannya’”®
Dan Pasal 383 KUHPerdata menyatakan:

“Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak
belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaan, dan harus mewakili
anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata”.

F.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. etode Pendekatan

enulis pada penelitiam™ti_menga endekatan yuridis normatif. Data

a yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan

/,

dasarkan studi kepustakaan, dan data pepgdukung adalah data primer yaitu data

diperoleh berdasarkaf=studi lapangass . el-karenasite=penulis menggunakan

e ini.
2. S|f|ka5| Peneliti
eSifikasi dalam p riptif analitis. Adapun

alasan \ SpesHTe -'-n-- ~---. -' .m...— l-"'" o baran secara

rinci, sisternati 3 menyeluruh denian 0gambarkan peraturan perundang-

undangan yang B t eor laksanaan hukum

positif yang menyangkut perfasalahan diatas.

3. Tahapan Penelitian
a.  Mengidentifikasi mencari permasalahan yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat;  tahapa ari jasalah
apa yang akan dijadikan objek pene

b.  Merumuskan masalah, dimana pada tahapan ini merupakan lanjutan
dari tahapan penelitian, pada tahapan ini peneliti merumuskan pokok
permasalahan yang menjadi objek penelitian proposal ini.

4.  Teknik Pengumpulan Data

9Subekti,R dan Titrosudibio,kitab undang-undang hukum perdata(Burgelijk wetboek)dengan
tambahan undang-undang agraria dan undang-undang perkawinan,pradnyaparamita, jakarta.2001
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Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang
diperoleh dari:

a.  Bahan Hukum Primer, yaitu;

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat
yang berisikan suatu gagasan. Bahan hukum yang mempunyai otoritas yakni:

1)  Undang-Undang 1945 Tentang Perkawinan

2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran
' asRepublik Indoneisa Nomar 2019.

Undang-Undang Nomer. 16 1%%19 Tentang Perkawinan.

Komplikasi Hukum Islam Terhadap Anak Pasca Perceraian.

Putusan = Mahkamah
1145/pdt.g/2020/P7
Bahan Hukum

Agung| Republik Indonesia  nomor

Bahan hukum

um Tersie

petunjuk maupuniper an terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
contohnya kamus, e gpediaginternet.

5. Analisis Data
Data yang telah diperoleh selan)Q dianalis ara Kualitatif¢dengan

menggunakan metode penalaran hukum (aksiC dengan cara

menjelaskan apa yang menjadi isu dalam penelitian ini dan kemudian

mendeskripsikannya.



19

G. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia




